
PERATURAN KEPALA KEPOLISIA EGARA REPUBLIK INDONESIA 

NO. POL. : /0 TAHU	 2007 

TE TANG 

OR GANIS ASI DAN TATA KERJA
 
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PP.A.)
 

01 L1NGKUN GAN KEPOLISIAN NEGARA EPUBLIK INDONESIA
 

DENGAN RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA 

KEPALA KEPO LISIAN NEGARA REPUBLIK I DONE SIA, 

Menimbang	 bahwa dengan semakin kompleks dan meninqkatnva tindak 
pidana terhadap perem puan dan an k se rta untuk mem erikan . 
pelayanan, da lam bentuk per lindunga n terhadap korba dan 
peneqakan hukum kepada pelaku, perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Kepo lisian Negara Republik Indonesia tentang Unit 
Pelayanan Perempuan dan Amlk. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomo r 8 Tahun 1981 entang Hukum 
Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik In onesia 
Tahu n 1981 l'Iomor 76, Tam ahan Lembaran Negara 
Repu blik Indones ia Nomor 3209 : 

2. Undang-Undang Nom or 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Repub lik Indonesia ' ; (Lembaran Neg ra Republik 
'In ones ia Tahun 2002 omor 21 , Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 4168): 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2002 tentang 
Perl indungan Anak ; (Lembaran ega ra Republik 
Indonesia Tahun 2002 ornor 10 , Tambahan Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Nornor 4235): 

14 . Undang-Undang ." " 



.
 
, ' 

.1.	 Undang-U ndcln g Nemer 23 TelllU ll 1004 tentanq 
Penghapusan Kekeras an Dalarn Rum ah Tan gga ; 
(Lembaran Nega ra Republ ik Indon esia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lem baran Neg ara Repu blik 

. indonesia Nomor 4419) ; 

5.	 Keputusan Pre sid en Norno r 70 Tahun 2002 Tentang 
Organisasi da n Tata Kerja Kepolis ian Negara Republik 
Indonesia; 

6.	 Keputusan Kapo lri No . Pol . : Ke p/ 53/X/2002 tanggal 
17 Oktober 2002 tentanq Org an isasi dan Tata Ke rja 
Satuan-Satuan Organ isa si pada T ingkat Markas Besar 
Kep oli sian Neg ara Repub lik Indones ia, beserta 
perubahannya ; 

7 .	 Keputusan Kapolri No . Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 
17 Okto ber 20 02 ten ta ng Organisa si dan Tata Kerja 
Satuan - Satuan Orga nisasi pada Tingkat Ke po lisian 
Negara Rep ub lik Indonesia Dae rah (Po lda) , beserta 
peru bah annya ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK 
INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) 01 
L1NGKUNGAN KEPOLlSIAN NEGARA REPUBLlK INDONESIA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam	 Peraturan in i yang di maksud denga n : 

1.	 Unit Pelaya nan Perempua n dan A nak yang selanjutnya disingkat un it PPA adalah 
Un it yang be rtugas memberikan pe layanan , dala m bentuk perl indunga n te rhadap 
pe rempuan d an anak yang menja di korban kejahatan dan peneg akan hukum 
terhadap pel akunya . 

2.	 Kepala Un it PPA yang se lanjutnya disingka t Kanit PPA 

3 .	 Perwira Un it Perlindungan yang sel anjutnya d isingka t Panit L i nd~lng 

4.	 Perwira Unit Penyidi k yang selanjutnya disingkat Panit Id ik. 
BAB ..... 
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BAB II
 

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
 

Pasal 2 

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yariq berkeC:udu kan di bawah Dir 
I/Kam dan Trannas Bareskrim Po/ri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Poida Metro Jaya, Kasat 
Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres . 

Pasal 3 

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap 
perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap
pelakunya. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 2, Unit PPA 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ; 

b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ; 

c. penyelenggaraan kerja sarna dan koordinasi den gan instans i terkait ; 

BAB III
 

SUSUNAN ORGANISAS I,
 

<---­
, Pasal 5 

(1) Unit PPA terd iri dari : 

a. Unsur Pimpinan ; 

b.	 Unsur Pembantu Pimp inan da n Pela ksa na ; 

/ (2) Unsur ..... 



" , 

(2) Unsur Pim pinan sebagaimana dimaksud pada aya t ( 1) huruf a ada/all Kanit PPA : 

(3) Unsur Pembantu Pimpinan dan 
huruf b adalah : 

Pe laksana seb ag aimana dimaksud pada ayat ( 1) 

a. Panit Lindung ; 

b. Panit Idik ; 

BAB IV 

PEMBAGrAN TUG AS DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 6 

(1) Kanit PPA bertugas mern impin Unit PPA dalam penye/enggaraan perlind ungan 
terhadap perempuan dan anak yang menjad i korban kejahatan dan penegakan 
hukum terhadap pe lakunya, dilaksanakan d i Ruang Pelayan an Khusus , disingkat 
RPK. 

(2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pernerintah, non -p emerintah dan pihak 
lainnya da lam rang ka perl ind ungan terhadap pe rem puan dan ana k yang men jadi 
korban kejahatan dan penegakan huku m terhadap pela kunya. 

(3) . Lingkup tugas Un it PPA meliputi tindak pidana terh ad ap peremp uan dan ana k, yaitu : 
perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan rnanusia (pe op le smuggl ing ), 
kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), sus ila (perkosaan , 
pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi ), adopsi ilegal , po rnografi dan 
pornoaksi , money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas , masalah 
perlindungan anak (sebaqai korban/tersangka), oerlindungan korban, saksi, ke luarga 
dan ternan serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan ana k. 

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada : 

a. di tingkat Mabes Pol ri kepada Dir II Kamtrannas Bareskrim Polri : 

b . di tingkat Polda Me tro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Res krimum Polda Metro 
Jaya ; 

c. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Resk rim Polda ; 

d. di tingkat Polres kepada Kasat Res krim Po lres : 

Pas al .... . 



Pasal 7 

;:3:--. _~:~:"'; :)e::~gas ~e\ a \< s a il a ka n periincunqan :~~::a(jap ;:e re~C' L.ar: Jan ana'K 
yang menjadi korban kejahatan. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA. 

PasalB 

(1)	 Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penvelidikan pelaku kejahatan 
terhadap perempuan dan anak. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA. 

Pasal9 

(1)	 Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan 
kejahatan terhadap perempuan dan 
penegakan hukum terhadap pelakunya. 

anak yang menjadi korban kejahatan dan 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Banit 
PPA. 

PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal	 10 

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinas i, integrasi dan 
sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan 'Polri maupun dengan satuan 
organisasi lain yang terkait dengan tugasnya . 

.) 

PasaJ	 11 

Oalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku 
·di lingkungan Polri . 

BAB ..... 
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BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

a.	 Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan Tata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan 
ketentuan tersendiri. 

b.	 Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan kead aan 'la ng memerlukan 
peng aturan lebih lanjut, akan diatur dengan ketentuan terse ndiri. 

c.	 Peraturan Kepala Kepol isian Negara Republ ik Inci onesia ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal .- k.. . J ay' 2007 

..1.... , . / . .....
~ 

KEPALA KEPOLJSIAN NE/ ", .."	 PUBL1K INDONESIA,'. 

•
 



LAMPIRAN
 

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 

NO. POL. : 10 TAHUN 2007 

TENTANG
 

ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
 

01 L1NGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI~( INDONESIA
 

A.	 STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN 
(UNIT PPA) TINGKAT MABES POLRI. 

B.	 STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN 
(UNIT PPA) TINGKAT POLDA. 

C.	 STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN 
(UNIT PPA) TINGKAT POLRES . 

D.	 DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT 
(UNIT PPA) TINGKAT MABES POLRI . 

E.	 DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT 
(UNIT PPA) TINGI<AT POLDA. 

F.	 DAFTAR SUSUNAN PERSONEL UNIT 
(UNIT PPA) TINGKAT POLRES . 

UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
 

UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
 

UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
 

PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
 

PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
 

PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal <; JuL.( '2007 

/' 
., .	 UBLIK INDONESIA, 

.
 
".
 

. .,':;- \..
 

-:. . .( 

KEPALAKEPOLISIAN NEG 
f ,." 
i .. 

,t'-' -, 

,':. ~" " 

A R 



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
MARKAS BESAR 

LAMPIR AN A PERATURAN KAPOLRI 
NO. POL. /Q TAHUN 2007 
TANGGAL : G ..Jau 2007 

STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN 
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) 

TINGKAT MABES POLRI 

DIR II KAM & TRANNAS
 
BARESKRIM POLRI
 

I \ - J 
KANIT III KANIT 

I 
KANITKANIT 

PPA VII IV[3E] 
1 

1 

PANIT IDI K 
\ 

I 1
PANIT L1ND UNG 

r 

Ditetapkan di Jakarta . 
pad a tanmJal ro Juu .. 2007 

KEPALA KEPOLISIAN NE&RA RE(~BLlK INDONESIA, 

. ; 

<, .. 
.-. ,..,~ ~ ~ 



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
MARKAS BESAR 

LAMPIRAN B PERATURAN KAPOLRI 
NO, POL. (6 TAHUN 2007 
TANGGAL: E;3 ({(U 2007 

<:J 

STRUKTUR ORGANISASI/JABATAN 
UN!T PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) 

TINGKAT POLDA 

DIR RESKRIMUM POLDA METRO JAYAJ
 
DIR RESKRIM POLDA
 

L I
KASAT OPSNAL 
I 

I I
KANIT PPA 
i 

_I ,_
 
C=::ANIT L1NDUNG PANIT IDIKI I I 

Ditetapkan di Jakarta ' . 
pada tanggal '~ J Clt.-( . 2007 

/ 
./ 

K=PALA KEPOLISIAN NE PUBLIK INDONESIA, 

, .>~ ,,-

, """I; , 

.' . \)
). '~ . .. . . , "'" .""" , .- " ~,.. ._' Drs. S 
"c: . ..,:( ; : J ENDER~ .. -; :. .. 

. . --- ,' :­
~ ':.(,~: J. >..r..:..,> 



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
MARKAS BESAR 

LAMPIRAN C PERATURAN KAPOLR 
NO. POL . (0 TAHUN 2007 
TANGGAL : ~ J[4L.( 2007 

STRUKTUR ORGANISASIIJABATAN 
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) 

TINGKAT POLRES 

KASAT RESKRIM 

I KANIT PPA J 
I
 

I 
PAJ8ANIT IDIKt PAJ8ANIT L1NDUNG I 

Ditetapkan eli Jakarta 
pada tanggal C, Jt\l.I 2007 

KEPALA KEPOLISIAN NE PUBLIK INDONESIA, 

/ 



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
MARKAS BESAR 

LAMPIRAN D PERATURAN KAPOLRI 
NO. POL. to TAHUN 2007 
TANGGAL : G JU/..,I 2007 

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL 
UN!T PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
 

TINGKAT MABES POLRI
 

NO URAIAN PANG KAT ESELON JUMLAH KETERANGAN 

00 
01 
02 
03 

UNIT PPA 
Kanit PPA 
Panit Lindung 
Panit Idik 

K8P 
IP - AK8P 
IP - AI<8P 

118 
IV 8-111 A 
IV 8 -III A 

1 
3 
3 

7 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal · G JUL.l 2007 

KEPALA KEPoLlslAN NE 6CK INDONESIA, 

,
", -. 

''''l,,:,\ ~ •.) 
"'-:.....-, ,-, 

~ · I l 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN E PERATURAN KAPOLR 
MARKAS BESAR NO. POL . . to TAHUN 2007 

TANGGAL : Co boll{ (.,/ J007 

DAFTAR SUSUNAN PERSONEl
 
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)
 

TINGKAT POLDA
 

\­
NO I URAIAN PANGKAT ESElON JUMLAH- I KETERANGA.~~ 

OQ 
01 
02 
03 
04 
05 

. 

I I I 
UNIT PPA 
Kani: PPA 
Panil Lindung 
Panilld ik 
Banil Lindung 
Banilldik 

KP 
IP - AKP 
IP -AKP 
BRIG - AlP 
GRIG - AlP 

"' 8IV B -IV A
 
IV 8 -IV A
 

-

1 
1 
1 
3 
4 

~_10 _ __ _1 I I 

Dile tapkan di •... Jakarta 
pada tanggal 

!,EPALA !(Ef?OLlSIAN ~JEG 

i; .. jt.1L.i 

' . _r _ . ~ ~~ :~~ ,-- -" 
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KEPOLISIAN NEG ARA REPU8L1K INDONESIA LAM PIRA N F PE RATURAN KAPO LRI 
MARI<AS 8ESAR NO. POL : 10 I AHUN 2007 

TANGGA L : 6 . (CJl.-{ 2007 
o 

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL
 
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA )
 

TINGKAT POLRES
 

NO URAIAN POLRES A1 & A1K POLRES A2 POLRES 8 1 POLRES 82 KET 
PGKT ESL JML PGKT ESL JML PGKT ESL JML PGXT ESL JML 

00 UNIT PPA 
01 Kanil PPA AKP IV A 1 AK P IV A 1 IP IV B 1 IP IV B 1 
02 Pani! Lindung IP IV B 1 - - - - - - - - -
03 Panil ldik IP IV B 2 - - - - - - - - -
04 Banil Lindung BRIG-AlP - 9 BRIG -AlP - 3 BRIG-AlP - 3 BRIG-Al P - 2 
05 Banit Idik [3f~I G - AI P - 18 

f.-­ - -

BRIG-AlP - 6 BRIG-Al P - 6 BRIG-AlP - 3 

31 10 10 7 

-

I
 
I
 
r 

Ditetapkar; di -' J a karta 
a da tanggal c, 

I~ E P ALA KEPOLISIAN NE liBUK INDO NES IA , 

. Jllc,(,.. 
" '" '. 

" '. . 


